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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi 

Kepuasan merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesan terhadap kinerja 

dan atau hasil produk serta harapan-harapannya. Apabila kinerja berada 

dibawah harapan maka pelanggan akan tidak puas. Sedangkan apabila kinerja 

memenuhi harapan maka pelanggan akan puas. Dan jika kinerja melebihi 

harapan maka pelanggan akan amat puas atau senang. Kunci untuk 

menghasilkan kesetiaan pelanggan adalah memberikan nilai pelanggan yang 

tinggi. (Priyoto,2017) 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik mengatakan Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran 

secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas 

layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hasil 

pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka 

ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). 

Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang di pergunakan 

sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan 

pelayanan kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan 

langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan 

sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk 

meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apotek adalah saranan pelayanan 

kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker.  

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek ditetapkan sebagai acuan 

pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Untuk keberhasilan 

pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek diperlukan komitmen 

dan kerjasama semua pemangku kepentingan. Hal tersebut akan menjadikan 
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Pelayanan Kefarmasian di Apotek semakin optimal dan dapat dirasakan 

manfaatnya oleh pasien dan masyarakat yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.  

Pusat Kesehatan Masyarakat atau disebut Puskesmas adalah unit 

pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab 

menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Pelayanan 

kefarmasian di Puskesmas merupakan suatu satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan penting dalam 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan 

kefarmasian di Puskesmas harus mendukung tiga fungsi pokok puskesmas , 

yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat 

pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama 

yang meliputi kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat 

(Permenkes, 2016). 

 

2.2 Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek 

Berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan, 

Pelayanan Kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya 

berfokus kepada pengelolaan obat (drug oriented) berkembang menjadi 

pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi 

klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Peraturan 

pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 

menyatakan bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk 

pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan 

dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat 

atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan 

obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan 

oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. 

Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk 
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interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling 

kepada pasien yang membutuhkan .  

Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya 

kesalahan pengobatan (medication error) dalam proses pelayanan dan 

mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (drug 

related problems), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial. Untuk 

menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar 

pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga 

kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan 

obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut 

untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta 

mendokumentasikan segala aktifvitas kegiatannya. Untuk melaksanakan 

semua itu, diperlukan Standar Pelayanan Kefarmasian (Permenkes,2016).  

Dalam pelayanan kefarmasian di apotek ada beberapa faktor penyebab 

masalah keterlambatan layanan obat kepada pasien, yaitu (Imbalo, 2012) :  

a. Faktor Manusia  

Pasien dalam jumlah besar tiba di apotek dalam waktu bersamaan, petugas 

instalasi farmasi (TTK dan tenaga yang diperbantukan) belum bekerja 

sama secara optimal, dan kemampuan manajerial masih perlu ditingkatkan.  

b. Faktor Metode  

Saat jam sibuk (08.00 – 12.00) jumlah petugas instalasi farmasi yang 

bertugas di apotek tidak sebanding dengan jumlah resep yang masuk, tidak 

adanya pembagian kerja, kurang bekerja sama, cara kerja yang kurang 

baik, tidak/kurang peduli terhadap kepentingan pasien, dan kemampuan 

manajerial masih kurang memadai.  

c. Faktor Tempat  

Ruangan kerja kurang tertata dengan baik, ruang tunggu kurang nyaman, 

tempat duduk pasien kurang, dan pasien yang menunggu melebihi 

kapasitas ruangan.  

d. Faktor materi/bahan obat  
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Persediaan obat di apotek kadang habis, perencanaan dan persediaan obat 

tidak akurat.  

 

Dalam konteks pelayanan kefarmasian di apotek, kepuasan pasien 

merupakan perasaan senang yang timbul di dalam diri seseorang setelah 

mendapat pelayanan yang diterima atau dialami secara langsung. Analisis 

kepuasan pelanggan dilakukan berdasarkan lima dimensi kualitas pelayanan, 

yakni:  

1. Ketanggapan (Responsiveness) adalah kemampuan petugas farmasi 

tanggap terhadap masalah pasien dan memberikan informasi kepada 

pasien tentang obat yang diresepkan..  

2. Kehandalan (Reliability) adalah kemampuan petugas farmasi untuk 

melakukan pelayanan kefarmasian sesuai waktu yang telah ditetapkan, 

secara cepat, tepat dan memuaskan.  

3. Jaminan (Assurance) adalah kemampuan petugas farmasi dalam 

memberikan pelayanan informasi terhadap obat yang diserahkan., 

kesopanan dalam memberikan pelayanan, keterampilan dalam 

memberikan keamanan bahwa obat yang diserahkan telah sesuai.  

4. Empati (Emphaty) dalam pelayanan antara lain keramahan petugas 

apotek.  

5. Bukti Fisik (Tangible) antara lain keterjangkauan lokasi apotek, 

kecukupan tempat duduk diruang tunggu, kebersihan dan kenyamanan 

ruang tunggu (Yuniar, 2016 dalam Herlinda)  

 

Standar Pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi standar :  

1. Pengelolaan sediaan farmasi, Alat kesehatan, dan bahan Medis habis Pakai 

meliputi :  

a. Perencanaan  

b. Pengadaan  

c. Penerimaan  

d. Penyimpanan  
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e. Pemusnahan  

f. Pengendalian  

g. Pencatatan dan pelaporan  

2. Pelayanan farmasi klinik meliputi :  

a. Pengkajian resep  

b. Dispensing  

c. Pelayanan Informasi Obat  

d. Konseling  

e. Pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy care)  

f. Pemantauan Terapi Obat (PTO)  

g. Monitoring Efek samping Obat (MESO) (Permenkes,2016).  

 

2.3 Puskesmas 

Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan dasar yang 

menyelenggarakan upaya kesehatan dasar yang menyelenggarakan upaya 

kesehatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan 

penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan 

kesehatan (rehabilitative), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan  

berkesinambungan. Konsep kesatuan upaya kesehatan ini menjadi pedoman 

dan pegangan bagi semua fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia termasuk 

Puskesmas.  

Menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.75 tahun 

2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Tugas dan Fungsi Puskesmas 

adalah:  

1. Tugas puskesmas adalah melaksanakan kebijakan kesehatan untuk 

mencapai tujuan pembangunan kesehtan diwilayah kerjanya dalam 

rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.  

 

2. Fungsi puskesmas  

1) Penyelenggaran upaya kesehatan masyarakat (UKM) tingkat pertama 

diwilayah kerjanya. Dalam menyelenggarakan fungsinya, Puskesmas 
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berwenang untuk melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi 

dalam bidang kesehatan, menggerakan masyarakat untuk 

mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehtan pada setiap 

tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor 

lain.  

2) Penyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan (UKP) tingkat 

pertama diwilayah kerjanya. Kegiatan penyelenggaraannya meliputi, 

pelayanan kesehatan dasar secara kompherasif, berkesinambungan 

dan bermutu, pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya 

promotif dan preventif dan pelayanan kesehatan yang mengutamakan 

keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung.  

3) Upaya kesehatan  

Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat 

petama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertaman, yang 

dilaksanakan secara terintegritas dan berkesinambungan. Upaya 

kesehatan perseorangan tingkat pertama dilaksanakan dalam bentuk:  

a. Rawat jalan  

b. Pelayanan gawat darurat  

c. Pelayanan satu hari (one day care)  

d. Home care  

e. Rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan 

kesehatan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 

75, 2014).  

 

Peningkatan kinerja pekayanan kesehatan dasar yang ada di Puskesmas 

dilakukan sejalan dengan perkembangan kebijakan yang ada pada berbagai 

sektor. Adanya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi diikuti pula 

dengan menguatnya kewenangan daerah dalam membuat berbagai kebijakan. 

Selama ini penerapan dan pelaksanaan upaya kesehatan dalam kebijakan 

dasar Puskesmas yang sudah ada sangat beragam antara daerah satu dengan 
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daerah lainnya, namun secara keseluruhan belum menunjukkan hasil yang 

optimal.  

Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas merupakan satu kesatuan yang 

tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan penting 

dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan 

Kefarmasian di Puskesmas harus mendukung tiga fungsi pokok Puskesmas, 

yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat 

pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama 

yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan 

masyarakat.  

Pelayanan Kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan 

tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah Obat 

dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Tuntutan pasien dan 

masyarakat akan peningkatan mutu Pelayanan Kefarmasian, mengharuskan 

adanya perluasan dari paradigma lama yang berorientasi kepada produk (drug 

oriented) menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien (patient 

oriented) dengan filosofi Pelayanan Kefarmasian (pharmaceutical care) 

(Permenkes,2016). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


